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BAB IV 

ALIH FUNGSI PENGGUNAAN TANAH WAKAF HASIL DARI ISTIBDA>L  

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

A. Analisis terhadap Deskripsi Alih Fungsi Tanah Wakaf Hasil dari Istibda>l di 

Masjid Al-Ikhlas Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. 

 

Ibadah wakaf merupakan salah satu bentuk sadaqah, yang mana pada 

pelaksanaanya pemilik tanah memberi tanah tersebut untuk di manfaatkan 

baik di tujukan untuk kalangan tertentu atau masyarakat umum. Hak 

kepemilikan wakaf terhadap benda yang diwakafkan tersebut menjadi hilang, 

wakaf menurut hukum Islam juga merupakan bentuk peralihan hak milik dari 

milik pribadi menjadi milik umum atau kalangan tertentu. Dalam hukum 

Islam diterangkan bahwa perwakafan dianggap sah apabila memenuhi 4 rukun 

wakaf,  yaitu: 1). Pihak yang mewakafkan (Al-Wakif), Dalam hal proses 

perwakafan yang terjadi di desa Blabak ini, wakif yaitu bapak Salim 

mewakafkan tanahnya sendiri kepada nadhir desa setempat yaitu bapak Salam 

tanpa melalui perantara dan tanpa diwakili oleh orang lain atau ahli warisnya. 

Proses perwakafan tersebut dilakukan oleh bapak Salim selaku wakif ketika 

wakif sudah dalam usia dewasa dan dilaksanakan atas kemauannya sendiri 

tanpa ada paksaan dari orang lain. 2). Harta yang diwakafkan (Al-Mauquf), 

Dalam hal ini bapak Salim selaku wakif mewakafkan harta berupa sebidang 
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tanah tegal/ladang seluas 3500 m2 yang subur, dan bisa ditanami beberapa 

tanaman yang menghasilkan keuntungan untuk kepentingan Masjid Al-ikhlas, 

dengan batas-batas yang sudah dijelaskan pada bab III. 3). Penerima wakaf 

(Al-Mauquf ‘Alaihi), Proses perwakafan di desa Blabak dilaksanakan secara 

sederhana di rumah nadhir desa dengan dihadiri wakif, nadhir, dan dua orang 

saksi tanpa menghadirkan PPAIW  kecamatan setempat. Dalam ikrar wakif 

disebutkan bahwa wakif mewakafkan tanahnya untuk Masjid Al-Ikhlas yang 

terletak di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, yang artinya 

wakaf tersebut ditujukan untuk kemaslahatan dan pengembangan Masjid. 4). 

Ucapan (Shighat), Adapun proses perwakafan di Desa Blabak tersebut 

dilakukan dengan diucapkan secara lisan tanpa ada keterangan hitam di atas 

putih dan dihadiri oleh wakif, nadhir, dan 2 orang saksi  tanpa kehadiran 

PPAIW kecamatan setempat. Adapun benda yang diwakafkan adalah sebidang 

tanah dengan luas 3500 m2  dengan mengucap sighat waqaf “lam aku maqofne 

lemahku seng manggon nek etan omah sambibrobyong seng lor dalan tak 

waqofne gawe kemaslahatane masjid aL ikhlas.” Yang artinya “lam saya 

mewakafkan tanahku yang bertempat di timur dusun sambirobyong tepatnya 

yang utara jalan saya wakafkan untuk kemaslahatnya Masjid Al-Ikhlas.1 Dan 

nadhir menerima dan mengucapkan qabul dengan ucapan “yo lim aku seng 

dadi nadhir deso nerimo waqofmu seng digawe masjid”. 

Dalam fiqih lima madzhab diterangkan bahwa sahnya perwakafan 

tidak memerlukan adanya qabul (penerimaan) dan ini juga menurut pendapat 

                                                            
1 Ibrahim, Wawancara, Blabak, Pada 22 Desember 2014. 
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ulama. Pada saat proses perwakafan kehadiran seorang saksi juga tidak 

termasuk sebagai rukun dan syarat sahnya perwakafan. Artinya ketika proses 

perwakafan tersebut tidak di hadiri dengan 2 orang saksi, proses perwakafan 

tersebut di anggap sah tetapi, harus ada 4 rukun tersebut terpenuhi dalam 

proses perwakafan. Dalam hal ini proses perwakafan yang dilakukan Wakif 

untuk Masjid Al-Ikhlas yang dilaksanakan di Desa Blabak kecamatan Kandat 

Kabupaten Kediri menurut hukum Islam adalah sah. Dan dalam undang 

undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 6 disebutkan bahwa: 

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi beberapa unsur-unsur, yaitu adanya 

wakif, nadhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, 

dan jangka waktu wakaf. 

Ditinjau berdasarkan undang-undang wakaf, maka wakaf yang 

dilakukan Bapak Salim menurut undang-undang kurang memenuhi unsur 

undang-undang pada poin terakhir, yaitu tidak adanya jangka waktu tertentu. 

Tetapi menurut hukum Islam yang dilakukan wakif adalah sah karena sudah 

memenuhi rukun dan syarat wakaf dalam hukum Islam. Dan pasal 6 pada  poin 

E juga sudah jelas dan sesuai, bahwa peruntukan harta wakaf yang diikrarkan 

oleh wakif adalah untuk Masjid Al-Ikhlas. Dalam hukum Islam tidak ada 

pendapat yang menyebutkan membolehkan merubah peruntukan tanah wakaf  

kecuali pendapat Golongan Hanafiyah yang berpendapat bahwa dalam hal 

penukaran barang atau harta wakaf dibagi menjadi tiga macam persoalan 

yaitu: a). Bila si wakif pada waktu mewakafkan hartanya mensyaratkan bahwa 

dirinya atau nadhir berhak menukar harta wakaf, maka penukaran harta wakaf 
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dibolehkan. b). Apabila si wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain 

berhak menukar kemudian ternyata wakaf itu tidak memberikan manfaat lagi, 

maka dibolehkan menukar harta wakaf dengan seizin hakim. c). Apabila harta 

wakaf tersebut bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan, tetapi 

ada kemungkinan untuk ditukar dengan sesuatu yang lebih banyak 

manfaatnya, maka, boleh menukarnya karena lebih bermanfaat bagi siwakif 

dan tidak menghilangkan apa yang dimaksud oleh si wakif.2 Sehingga ketika 

seseorang mengucapkan lafad ikrar dengan sangat jelas keperuntukannya, 

maka berarti harta wakaf yang diwakafkan tersebut sudah berpindah tangan 

dan berpindah hak milik serta jelas peruntukannya. Selain hal itu yang perlu 

dipertimbangkan adalah ketika tanah yang sudah diwakafkan dan yang sudah 

jelas peruntukannya dialihfungsikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, 

yaitu karena sudah merubah dan tidak sesuai dengan ikrar wakif pertama kali, 

maka dengan demikian hal ini akan menimbulkan banyak mad}arat. 

Dalam permasalahan ini, tanah wakaf yang sudah diwakafkan sekitar 

12 tahun lalu itu mulai di persengketakan setelah terjadi perbedaan pendapat 

dan setelah pergantian kepengurusan takmir masjid yang semula ketua takmir 

masjid Al-Ikhlas juga menjabat sebagai ketua nadhir baru desa. Sengketa 

tersebut juga bermula pasca meninggalnya ketua nadhir lama yang 

sebelumnya menukar tanah wakaf yang semula berupa perkebunan yang 

diwakafkan wakif ditukar dengan tanah dekat dengan masjid dengan alasan 

untuk perluasan masjid Al-Ikhlas. Tanah asli yang diwakafkan si wakif 
                                                            
2 Faishal Haq dan A. Saiful Anam, Hukum Perwakafan dan Perwakafan di Indonesia, (Pasuruan: 

Garoeda Buana Indah, 1993) 14. 
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tersebut seluas 3500 m2 terletak kurang lebih 2 km dari masjid al-Ikhlas 

berbentuk ladang yang sangat subur dan bisa ditumbuhi beberapa tanaman 

yang sangat menguntungkan, tetapi setelah meninggalnya wakif (Bapak 

Salim) tanah tersebut ditukar dengan yang terletak di belakang masjid milik 

Bapak Abdul Qodir (alm). Dan yang melakukan pertukaran tersebut tidak lain 

adalah ketua nadhir desa yang lama yaitu Bapak Salam dengan alasan untuk 

pengembangan masjid atau perluasan masjid. Namun, ketika niat nadhir 

tersebut belum terlaksana, nadhir lama (Bapak Salam) meninggal dunia, 

setelah beberapa minggu kemudian terjadi pergantian nadhir yang terjadi di 

Masjid Al-Ikhlas dengan dihadiri ketua KUA setempat, pada pergantian 

nadhir tersebut yang menjadi nadhir baru adalah Bapak Samsuri yang pada 

waktu itu beliau sekaligus menjabat sebagai ketua takmir masjid al-Ikhlas. 

Setelah 3 tahun Samsuri menjabat sebagai nadhir baru, nadhir tersebut 

mengalihfungsikan penggunaan tanah wakaf hasil dari pertukaran tersebut, 

tanah yang ditukar tersebut semula ingin digunakan untuk peluasan masjid 

tetapi oleh nadhir yang sekarang digunakan untuk membangun Madrasah 

Ibtidaiyah atas nama Yayasan Masjid al-Ikhlas. Tetapi pada kenyataanya 

Madrasah Tersebut dikelola sendiri oleh keluarga nadhir dan guru-guru yang 

berada di MI tersebut mayoritas saudara dari nadhir, termasuk kepala 

sekolahnya tidak lain adalah anak dari nadhir. Dan menurut bapak Imam 

Makrus selaku bendahara Masjid Al-Ikhlas, tidak ada pemasukan dana sama 

sekali dari MI tersebut kepada masjid, dan juga tidak ada laporan pengelolaan 

dana yang di laporkan ke bendahara masjid. 
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B. Analisis Hukum Islam terhadap Alih Fungsi Penggunaan  Tanah Wakaf Hasil 

dari Istibda>l di Masjid Al-Ikhlas Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten 

Kediri. 

Berdasarkan data yang di peroleh, bahwa wakaf yaitu menahan suatu 

benda yang diambil manfaatnya (hasilnya), sedang bendanya tetap yang mana 

dengan adanya perwakafan hak penggunaan oleh si wakif dan orang lain 

menjadi terputus dan hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam 

rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. 

Dalam hukum Islam, pengelolaan harta wakaf peruntukannya adalah 

untuk kemaslahatan umat dan umum, boleh dilakukan oleh siapa saja, selama 

si wakif tidak mensyaratkan secara jelas dan tujuannya tidak bertentangan 

dengan aturan agama Islam. Apabila pengelolaan tersebut bertentangan 

dengan fungsi dan tujuan wakaf, maka itu tidak diperbolehkan, yang tertuang 

dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-
syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 
jangan (menggaanggu) binatang-binatang had-Nya, dan binatang-
binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 
melindungi baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan 
dari tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, 
maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu 
kepada suatu kaum karena menghalang-halangi kamu dari masjidil 
haram, mendorongmu berbuat anianya kepada mereka. Dan tololng-
menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menololng dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 
siksanya”. 3  
 
Ulama’ Madhab Hanbali dan Maliki mengatakan kekuasaan atas 

barang wakaf berada di tangan orang-orang yang diserahi wakaf, manakala 

                                                            
3 Departemen Agama, Al-Quran Dan Terjemah, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1988), 141. 
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orang-orang itu diketahui secara pasti, tetapi bila tidak diketahui, maka 

kekuasaan tentang barang wakaf itu berada di tangan hakim. Hanafi 

mengatakan kekuasaan atas barang wakaf tetap berada pada pewakaf, 

sekalipun tidak dinyatakan bahwa wakaf tersebut untuk dirinya sendiri. 

Sedangkan Imam Syafi’i dan ulama madzhab Imamiyyah mensyaratkan 

bahwa wali wakaf itu harus adil, harus bisa dipercaya yang tidak dikenakan 

jaminan atas barang itu kecuali bila sengaja merusaknya atau lalai 

menjaganya. Dan apabila pewakaf tidak menentukan siapa penerimanya maka 

kekuasaan tersebut berada pada hakim. Hakim boleh menanganinya sendiri 

atau melimpahkan kepada orang lain.4 

Perwakafan yang terjadi di Desa Blabak Kecamatan Kandat 

Kabupaten Kediri bila diitinjau berdasarkan undang-undang perwakafan, maka 

wakaf yang dilakukan si wakif (Bapak Salim) kurang memenuhi unsur 

perundang-undangan yaitu adanya jangka waktu tertentu, tetapi bila ditinjau 

menurut hukum Islam yang dilakukan si wakif adalah sah karena sudah 

memenuhi rukun dan syarat perwakafan. Namun yang terjadi di Desa Blabak 

adalah pengalihfungsian penggunaan tanah wakaf oleh kepengurusan nadhir 

baru (pengelola wakaf) yang dibentuk setelah nadhir sebelumnya meninggal 

dunia. Dari data hasil penelitian yang diperoleh, Pengalihfungsian penggunaan 

tanah wakaf yang dilakukan oleh Nadhir baru terhadap tanah wakaf hasil 

Istibda>l yakni sebagai berikut. 

                                                            
4 Muhammada Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, (Jakarta: PT. Lentera Basritama), 411. 
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1. Seluruh tanah wakaf hasil dari Istibda>l yang seharusnya untuk perluasan 

masjid dialih fungsikan menjadi Madrasah Ibtida’iyyah. 

2. Pengelolaan Madrasah Ibtida’iyyah tersebut dikelola oleh Nadhir baru 

dengan mengesampingkan niat si wakif sebelumnya yaitu untuk 

kemaslahatan masjid. 

3. Yang menjadi hambatan dan keluhan dari pengembangan masjid tersebut 

yaitu tidak adanya pemasukan dana dari Madrasah Ibtida’iyyah untuk 

kemaslahatan masjid yang si wakif inginkan sebelumnya. 

Penguasaan tanah wakaf oleh nadhir baru tersebut, dalam hukum 

Islam sudah menyimpang dari tujuan si wakif semula dan perbuatan si nadhir 

tersebut tidak diperbolehkan. Pada kenyataannya Penyimpangan tersebut 

dilakukan oleh nadhir baru untuk kepentingan pribadinya yang sudah jelas 

keluar dari tujuan nadhir lama yang menukar tanah wakaf asli diperuntukkan 

untuk perluasan  Masjid Al-Ikhlas. Namun oleh pihak nadhir baru tanah wakaf 

tersebut sudah dialihfungsikan menjadi Madrasah Ibtida’iyyah yang 

menjadikan masjid mengalami penghambatan perenovasian, karena sejak 

Madrasah Ibtida’iyyah berdiri, masjid tidak mendapat pemasukan dana dari 

Madrasah Ibtida’iyyah tersebut. Dalam hukum Islam penyimpangan dari 

tujuan wakaf tersebut tidak diperbolehkan. Selain itu, dalam hukum Islam 

tidak ada pendapat yang menyebutkan membolehkan merubah peruntukan 

tanah wakaf  kecuali pendapat Golongan Hanafiyah.  

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi’i  yang hampir sama dengan 

pendapat Imam Malik, yaitu sangat mencegah atau melarang adanya tukar-
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menukar harta wakaf. Imam Syafi’i menyatakan “tidak boleh” menjual masjid 

secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh.5 Dan dalam riwayat lain dari Ibnu 

Umar, Rasulullah menjawab:  

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ  رَ قَالَعَنْ ابْنِ عُمَ
أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ 

تَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا یُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا یُوهَبُ وَلَا حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَ
یُوَرَّثُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَزَادَ عَنْ بِشْرٍ 

لَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَیُطْعِمَ صَدِیقًا وَالضَّيْفِ ثُمَّ اتَّفَقُوا لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ یَأْآُ
 غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ زَادَ عَنْ بِشْرٍ قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا

                                                                                     
“Dari Ibnu Umar, ia berkata; Umar mendapatkan tanah Khaibar, 
kemudian ia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; 
aku telah mendapatkan tanah dan belum pernah mendapatkan harta yang 
lebih berharga menurutku daripadanya. Apakah yang anda perintahkan 
kepadaku? Beliau berkata: "Apabila engkau mau, maka engkau tahan 
pokoknya dan bersedekah dengannya." Kemudian Umar bersedekah 
dengannya, dengan syarat bahwa pokoknya tidka dijual, dan tidak 
diberikan, serta tidak diwariskan untuk orang-orang faqir, para kaum 
kerabat, serta para budak. Dan dengan syarat di jalan Allah, serta ibnu 
Sabil. Dan ia menambahkan dari Bisyr; serta tamu. Kemudian lafazh 
mereka sama: "Tidak mengapa bagi orang yang mengurusnya untuk 
memakan sebagian darinya dengan cara yang baik. Memberi makan 
teman, tanpa mengembangkannya." Dan Muhammad mengatakan; tidak 
mengumpulkan dan menjadikannya harta pokok”.6 

 
Dalam hadist di atas Rasulullah mejawab pada intinya rasulullah Saw 

menyuruh Umar menahan sumbernya dan sedekahkan manfaatnya atau 

faedahnya, dan tidak boleh dijual, diberikan, dan di wariskan. Seperti halnya 

didalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dijelaskan bahwa tanah 

wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, ataupun dihibahkan tetapi yang terjadi 

didesa Blabak dari tanah masjid diubah peruntukannya. Dalam hal ini nadhir, 

                                                            
5 Ibid, 15.  
6Sunan Abu Daud, Kitab Sembilan Imam Hadist, No. 2493,  lidwa pusaka i-software 

www.lidwapusaka.com. 
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pengelola wakaf, telah melanggar norma-norma yang telah digariskan dalam 

hukum Islam. 

Mengubah fungsi tanah masjid berarti mengubah masjid, karena si 

wakif mewakafkan tanahnya untuk masjid bukan untuk kepentingan lainnya. 

Dalam hal ini Imam Syafi’i tidak memperbolehkan tanah wakaf untuk masjid 

dialihfungsikan. Bahkan barang-barang untuk keperluan masjid lainnya yang 

sudah rusak atau yang sudah tidak dapat difungsikan lagi lebih baik dibiarkan 

daripada diubah bentuknya dan dialihfungsikan untuk kepentingan masjid. 

Dengan demikian, mengubah atau mengalihfungsikan tanah wakaf 

untuk masjid menjadi Madrasah Ibtida’iyyah yang dilakukan oleh nadhir baru 

menurut Imam Syafi’i tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut Imam Maliki 

tidak boleh menukar atau mengubah harta wakaf dari benda yang tidak 

bergerak walaupun harta itu akan rusak atau sama sekali tidak dapat 

difungsikan atau tidak dapat menghasilkan sesuatu. 

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa proses Alih fungsi 

tanah wakaf masjid menjadi Madrasah Ibtida’iyyah tidak diperbolehkan 

dengan alasan tanah wakaf masjid tersebut masih dapat digunakan sesuai 

dengan tujuan si wakif semula. Meskipun selama ini tanah wakaf tersebut 

belum digunakan untuk perluasan dan kesejahteraan masjid bukan berarti 

tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan yang lain. Dalam kasus 

penelitian ini, kepengurusan nadhir baru mengambil hak pengelolaan tanah 

hasil istibda>l tanpa menghiraukan niat peruntukan wakaf sebelumnya dan 

menghiraukan rencana nadhir lama yang berniat memperluas masjid dengan 
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cara menukar tanah wakaf tersebut. Dari pengalihfungsian tersebut pihak 

nadhir menguasai bahkan menghambat pembangunan masjid dengan 

membangun Madrasah Ibtida’iyyah yang dikelola sendiri oleh nadhir tanpa 

melibatkan kepengurusan takmir masjid, padahal tanah Madrasah tersebut 

adalah tanah wakaf hasil dari istibda>l untuk pembangunan masjid. Jadi 

penguasaan tanah tersebut juga bertentangan dengan UU No.41 Tahun 2004 

tentang wakaf, yaitu Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: 

dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau 

dialihkan dalam bentuk peralihan lainnya.7 

Pelarangan pengalihanfungsi ini juga dipertegas dalam KHI pasal 225 

yang berbunyi: 

1. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan 

perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar 

wakaf; 

2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat 

dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat 

persetujuan tertulis dari Kepala Kantur Urusan Agama Kecamatan 

berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat 

dengan alasan: 

a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh  

wakif. 

b. karena kepentingan umum.8 

                                                            
7  Ibid. 
8 Kompilasi Hukum Islam, ( Bandung: CV. Citra Umbara, Cet. IV, 2013), 393. 


